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ABSTRAK

Terjadinya wabah Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 pada akhir tahun
2019 menimbulkan berbagai dampak pada beberapa sektok kehidupan, sehingga
banyak sektor kegiatan yang harus dilakukan dari rumah. Salah satu upaya yang
saat ini dilakukan yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dengan tujuan untuk
mengurangi penularan COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi merupakan wajib bagi
setiap warga negara sebagaimana telah ditentukan sasaran penerima vaksin
COVID-19 oleh pemerintah. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa peraturan,
tetapi setiap orang memiliki hak otonomi untuk menentukan pelayanan kesehatan
bagi dirinya sendiri. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak
otonomi pasien berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 dan akibat hukum
atas penolakan vaksinasi COVID-19. Permasalahan dikaji melalui pendekatan
peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conseptual approach) dengan menggunakan metode penulisan doctrinal research
dimana semua bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil
penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa hak otonomi yang dimiliki oleh setiap
individu dapat dikesampingkan dikarenakan vaksinasi COVID-19 memiliki tujuan
untuk melindungi masyarakat banyak, serta tindakan penolakan vaksinasi COVID-
19 dapat dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana apabila tidak disertai
dengan alasan, akan tetapi jika terdapat alasan tertentu maka tindakan penolakan
tersebut dapat dibenarkan.

Kata Kunci : hak otonomi pasien, kewajiban vaksinasi covid-19, akibat penolakan
vaksinasi COVID-19
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ABSTRACT

The outbreak of the Corona Virus Disease 2019 or COVID-19 at the end of 2019
caused various impacts on several sectors of life, so many sectors of activity had to
be carried out from home. One of the efforts currently being made is the
implementation of the COVID-19 vaccination, with the aim of reducing the
transmission of COVID-19. Vaccination is mandatory for every citizen as the
government has determined the target recipient of the COVID-19 vaccine. This
obligation is regulated in several regulations, but each person has the right of
autonomy to determine health services for himself. This paper aims to examine and
analyze patient autonomy rights related to the administration of the COVID-19
vaccine and the legal consequences of refusing to vaccinate against COVID-19. The
problem is studied through a statute approach and a conceptual approach by using
a doctrinal research writing method in which all legal materials are collected by
means of a literature study. The results of this thesis indicate that the autonomy
rights owned by each individual can be set aside because the COVID-19
vaccination has the aim of protecting the public at large, and the act of refusing the
COVID-19 vaccination can be subject to administrative sanctions or criminal
sanctions if not accompanied by reasons, but if there are certain reasons, the refusal
can be justified.

Keywords: patient autonomy rights, obligation of COVID-19 vaccination, due to
refusal of COVID-19 vaccination
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